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Pengantar Editor

Disrupsi atau perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hanya
saja disrupsi itu bisa parsial atau ada yang dirasakan sudah
menjadi disrupsi total atau fundamental. Gelombang disrupsi
telah mewarnai segala aspek kehidupan warga (seperti di dunia
bisnis, teknologi, sosial, budaya, pemerintahan, dan politik) di
hampir tiap negara di dunia.

Disrupsi yang dipantik revolusi industri 4.0 ini, bila dilihat
dari sejarah satu dasawarsa yang lalu kala ada pertemuan
Hannofer Fair Jerman 2011 dan dilanjutkan 2012 muncul
rekomendasi Working Group industry 4.0. Itu semua berawal dari
tuntutan, keinginan, dan kebutuhan warga dunia untuk
memperoleh produk dan jasa yang smart product (efektif, efisien,
dan multi fungsi) melalui smart factory.

Revolusi industri pada tahap ke-empat (era 4.0) ini adalah
sebuah kondisi pada abad ke-21, ketika terjadi perubahan besar-
besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang
mengurangi sekat-sekat antardunia fisik, digital, dan biologi.

Revolusi ini ditandai dengan kemajuan teknologi
kecerdasan buatan, robot, teknologi nano, komputer kuantum,
bioteknologi, internet of things, percetakan 3D, dan kendaraan
tanpa awak semisal drone.

Sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industri keempat
dimata netizen berpotensi meningkatkan kualitas hidup
masyarakat diseluruh dunia.
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Namun, bak pisau bermata ganda kemajuan di bidang
otomatisasi dan kecerdasan buatan ini telah menimbulkan
kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih
pekerjaan manusia. Selain itu, bila revolusi-revolusi sebelumnya
masih dapat menghasilkan lapangan pekerjaan baru untuk
menggantikan pekerjaan yang diambil alih  oleh mesin,
sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi
dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan
yang digantikan oleh teknologi robotic.

Revolusi industri era 4.0 sebenarnya bisa dilihat juga
sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung
secara cepat dan menyangkut dasar kebutuhan pokok dengan
keinginan masyarakat. Perjalanan perubahan dalam revolusi yang
terjadi dapat direncanakan atau tanpa kekerasan dan atau melalui
kekerasan. Dasar perubahan ini sebenarnya adalah pemenuhan
hasrat keinginan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia secara
cepat dan berkualitas. Revolusi industri telah mengubah cara
kerja manusia dari penggunaan manual menjadi otomatisasi atau
digitalisasi

Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari sebuah
perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18.
Menurut Prof. Schwab, dunia mengalami empat gelombang
revolusi industri. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan
mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api, dan
kapal layar.

Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada
tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan mesin
uap. Revolusi industri ini juga menimbulkan dampak negatif
dalam bentuk pengangguran massal.

Ditemukan energi listrik dan konsep pembagian tenaga
kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar pada awal
abad 19 telah menandai lahirnya Revolusi Industri 2.0.
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Energy listrik telah mendorong para ilmuan untuk
menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu, mesin
telegraf, dan teknologi ban berjalan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi
informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis.
Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi
menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) atau sistem
otomatisasi berbasis computer. Dampaknya, biaya produksi
menjadi semakin murah. Teknolgi informasi juga semakin maju
diantaranya teknolgi kamera yang terintegrasi dengan mobile
phone dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia
musik dengan ditemukannya file digital.

Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan
lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup
manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi
keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses
aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya
menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga
telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi
secara onlinen (Ahmad Yusril Wafi, 2019).

Sebagai sebuah proses yang berputar cepat maka dampak
revolusi industry tidak langsung menimbulkan disrupsi total, tapi
umumnya diawali adanya proses-proses self disruption,
peristiwa, kasus awal , yang mengandung patologi, hambatan, dan
tantangan

Seperti  pelapukan pada lambung kapal yang tengah
melayari samudera luas memuat ramai penumpang. Menyadari
bahaya pelapukan tersabut lalu memantik orang mencatat,
menyampaikan inisiasi, kreasi, dan inovasi agar terjadinya
perbaikan (recovery) atau pergantian pendekatan, cara berpikir,
cari bertindak, dari cara-cara lama menjadi pola-pola baru.
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Akademisi kampus yang mengemban misi tri dharma
senantiasa rajin mencatat, meneliti, mengkitisi, dan memberikan
gagasan alternatif atau solusi terhadap sebuah peristiwa, kasus
yang menjadi perhatian publik di media massa (baik media lokal,
nasional, berbahasa Indonesia dan englih, berbasis cetak atau
online).

Bunga rampai akademisi ini berupaya mencatat,
mengkritisi, mengulas aneka dinamika di lingkup pemerintahan
dan politik yang terjadi dalam satu dasarwa. Hal itu bisa dilihat
pada bagian pertama dinamika pemerintahan dan bagian kedua
dinamika politik.

Akademisi sudah mengingatkan sejak dulu hingga saat ini
bahwa persaingan antarnegara (terutama elemen aparat, bisnis,
kampus, dan warga) itu berfokus melakukan persaingan
kreativitas dan inovasi. Resep agar bersaing menciptakan sumber
daya yang kreatif dan inovatif ini distimulan dari hasil riset world
bank (1995) terhadap 150 negara di dunia bahwa keunggulan
sebuah negara ditentukan dari kontribusi natural resources
(10%), technology (20%), networking (25%), dan kontribusi yang
terbesar adalah kemampuan sumber daya bangsa menciptakan
innovation& creativity (45%). Jumlah penduduk yang banyak dan
sumber daya alam melimpah makin disadari apabila bila salah
kelola tanpa wvalue added maka bangsa tersebut siap-siap
menjadi bangsa pinggiran.

Sayangnya upaya merintis inovasi-inovasi di daerah dan
nusantara dihadapkan pada 5 (lima) anomali atau problem
besar yakni (1) korupsi yang mendera dan tidak ada kapoknya
meski berkali terjadi OTT KPK; (2) ada upaya menarik birokrasi
dari sudut netral ke berpihak kepada kandidat atau incumben ini
tentu mengganggu profesionalitas dan kinerja birokrat; (3)
pimpinan daerah hasil pilkada sulit diharapkan jadi agen
penggerak inovasi karena sebagian kakinya terikat oleh pemodal
yang biayai kontestasi pilkada yang mahal (high cost politic); (4)
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swasta (pasar) dibantu media kadang mengambil alih peran
instansi pemerintah yang gaptek (gagap teknologi) dan lembaga
sampiran negara yang lelet. Pasar misalnya memotong red type
lewat aksi live quick count, dan biro jasa pengurusan administrasi
publik; (5) masih banyak pembangunan diskontinu atau
dilanjutkan setengah hati oleh elite penerus. Ganti pemimpin,
maka gantilah kebijakan.

Alhamdulillah, generasi milenial sebagai gerbong depan
bonus demografi era mendatang (era Indonesia emas) merasakan
disrupsi pemerintahan dan politik berbasis teknologi 4.0. di
nusantara baru langkah awal dari undakan tangga yang banyak
dan tinggi. Para milenial optimis—di tengah munculnya pendemi
covid-19 di dua pertiga negara dunia sebagai trigger baru disrupsi
global-mereka yakin akan sanggup melakukan perubahan yang
lebih baik lagi kelak.

Bandar Lampung, April 2020
Salam,

Editor
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How to Read This Book

Bunga rampai ini merupakan kumpulan catatan, pemikiran
dan kajian multi disiplin, terutama jurusan pemerintahan,
administrasi publik, hubungan internasional dan komunikasi.
Masih ada perdebatan "dimana batas garis demarkasi internal”
tatkala bicara konsepsi pemerintahan maka masuk di dalamnya
konsepsi politik. Sebaliknya, tatkala bicara konsepsi politik maka
di dalamnya termasuk konsepsi pemerintahan.

Oleh karena itu, buku ini bisa dibaca serial, bisa juga dibaca
paralel. Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan membaca
buku ini sekaligus. Sebab setiap bagian artikel buku ini di bagian
pertama dinamika pemerintahan dan di bagian kedua dinamika
politik, semua memiliki konteks masing-masing, cita rasa dan
kesan yang berbeda, layaknya anda meneguk air zam-zam di
pinggir lapangan sepak bola .

Selamat membaca. Merdeka!
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Zona Integritas dan
Peringatan Dini Kepala Daerah
ARIZKA WARGANAGERA /Media Lampost.co /2020

Seorangkawan berkabar dan bertanyasoal Lampung. Beliau
sangat heran dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir kepala
daerah di Lampung banyaktekena OTT (operasi tangkap tangan-
pen). Teman tersebut, berujar "sungguhmengherankan Arizka,
Lampung sejauh yang saya tahutermasukprovinsi miskin di
Indonesia bahkan masuk dalam 3 besar miskin di Sumatera,
beliauberujar apalagi yang di korupsi atau motif apa yang
membuat OTT subur di Lampung?"

Sayamencoba menjelaskan kepada beliau, bahwa ini semua
konsekuensi darihigh cost politics ataupolitikberbiayatinggi yang
massif dimulaisejakPilkada 2005  yang lalu. Beliau lantas
bertanyakembali, “apa motifnya untuk Lampung? Saya kembali
memberikan penjelasan bahwa konsekuensi dari business driven
politics atau politik yang berteraskan bisnis sememangnya selalu
melahirkan para politisi yang berpijak pada penguasaan logistik
untuk menang di Pilkada.

Dan umumnya tipikal politisi model ini selalu percaya
untukmenang pilkadadi perlukan kolaborasi antar agroup of
business dan politisi lokal dirajut dalam bingkai hubungan yang
saling menguntungkan (mutual relations).
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Pada bagian lain, politisi yang seperti ini selalu percaya
kemenangan Pilkada dapat diperoleh jika kita menguasai logistic
lebih dari kandidat yang lain, padahal argument seperti ini
seharusnya dikoreksi.

KemenanganPilkada itu ditentukan dengan banyak faktor,
antara lain jaringanpolitik, uang, sentiment etnis vis a vis agama,
personalitas calon dan lain-lainya.

Jika dirumuskan kemenangan pilkada tersebut seperti
layaknya sebuah pemodelan, x= yl+y2+y3+y4 dst. Semua faktor
yang tersebut diatas adalah pelengkap dan saling melengkapi,
soal mana faktor yang lebih dominan itusangat tergantung
dengan aspek demografisdan pola perilaku pemilih

Di setiap tempat, sebagai contoh perilaku pemilih kota
Metro tentunya berbedadengan kota Bandar Lampung.

Pada bagian, financial berlebih akan tetap itidak
didukungdenganjejaringpolitik yang memadai, akan sama saja
denganlogika membeligaramdan menggarami air laut.

Akibatpolitikberbiayatinggimenyebabkanbaikelitmaupunpe
milih berpontesi saling bertukar, menukar suara dengan sejumlah
uang. Pada point lanjutan, relasi itupun kemudian berkembang
tidak hanya antara calon KDH dan pemilih akan tetapi juga
hubungan antara politisi lokal dan pemilik modal.

Narasi seperti itulah sekiranya lingkaran setan atau vicious
cycle yang terjadi antar semua pihak yang tetlibat dalam proses
pilkada.

Ada beberapahal yang menjadipembedaantaraPolitik
Lampung dan beberapa daerah lainnya seperti yang saya tulis
dalam desertasi Doktor saya di University of Leeds, Inggris.
Whilst Lampung’s politics appear to have been moving toward a
strong business orientation even as ethnic sentiment continues to
play a major role especially in some Javanese majority areas, in
other parts of Indonesia such as Banten, Central Kalimantan and
South Sulawesti, kinship politics still dominate (Aspinall and As’ ad,
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2016; Buehler, 2013; Hamid, 2014). In Bali, rivalry among
aristocratic families still influences daily local politics (MacRae
and Putra, 2008). Lampung menjadi provinsi yang bergerak
menjadi Provinsi yang politiknya cenderung berorientasi business
driven walau dibeberapa daerah sentimenetnis tetap dominan.

Sementaraitu di provinsi lain sepertiBanten, Kalimantan
Tengah, dan Sulawesi Selatan, pattern lama masih dominatif,
politik kinship atau politik kekerabatan.

Perbedaan Lampung dengan beberapa provinsi tersebut
diatas, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali
menjadi early warning buat Lampung, daerah ini sangat rawan
untuk terjadinya korupsi politik.

Politik berbiaya tinggi di Lampung menjadikan para politisi
tersandera untuk memainkan pundi uang negara yang secara
kebetulan para kepala daerah mempunyai akses kebijakan
terhadap APBD misalkan. Pola berbagi proyek juga merupakan
bagian dari narasi bagaimana uang memengaruhi politik.

Dan ini terbuktidalambanyakkasus OTT, polanya hampir
sama, terkait dugaan penyuapan terhadap kepala daerah untuk
sejumlah proyek.

BagaimanaPesanbuat KDH

Sekalilagi, menghindari korupsi politik menjadi bagian dari
bagian kemampuan kepala daerah untuk membagi orientasi
dirinya sebagai politisi dan pengembanamanat rakyat.

Sebagaipolitisi yang bermainpada arena high cost politics,
tuntutan patronase politik berbiaya tinggi tentunya menjadi hal
yang sulit dihin dari akan tetapi peluang itu ada.

Tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh kepala daerah
bersumbu pada masalah umum di Indonesia yaitu: mereduksi
kemiskinan, meningkatkan mutu pendididkan termasuk
didalamnya akses pendidikan untuk semua kalangan dan
buruknya layanan kesehatan, termasuk ketersediaan sarana
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prasarana kesehatan. Ketigahal ini seharusnya menjadi prioritas
pembangunan.

Pada bagian lain, sebagai pengemban amanah rakyat,
idealnya KDH harus mempunyai blue print pembanguan yang
tegas dan jelas, tegas terhadap tindakan koruptif.

Guna merespon halitu, saya pikir KDH harus
mempertimbangkan nomen klaturbirokrasi yang adaptif dengan
perkembangan global. Prilaku koruptif yang berujung
padakebijakan KDH bisa diantisipasi dengan meminimalisir
kontak langsung person to person seperti yang belaku lazim di
negara-negara maju.

Implementasie- government termasuk didalamnya e-
budgeting dan e-procurementp ada satu sisidibuat untuk
meminimalisir kontak langsung tersebut, akan tetapi kita juga
meyakini bahwa alat tersebut tetap lahalat yang tetap
memungkinkan dimanipulasi sistem-nya.

Pada akhirnya, moral individual menjadi hal pokok
terjadinya reformasi publik dan menjauhkan KDH dari prilaku
koruptif. Sejarah Romawi memberikan pesan bahwa jatuh dan
mundurnya peradaban romawi disebabkan prilaku elit yang
koruptif dan masyarakatnya yang melanggar etika kepatutan
berprilak usebagai manusia.
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